PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

MONITORING PRODUK HUKUM DAERAH
	
	Nomor SOP
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PROVINSI KALIMANTAN BARAT
                               

                                SEKRETARIAT DAERAH 
                       BIRO HUKUM

	
	Tgl Pembuatan 
	

	
	Tgl Revisi 
	

	
	Tgl Pengesahan 
	

	Plh. Kepala Biro Hukum,

H. SUHARTO, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19660222 199103 1 011
	Disahkan Oleh
	

	Monitoring Produk Hukum Daerah
	Judul  SOP 
	


	Kualifikasi Pelaksana
	Dasar Hukum

	1. S1/S2  Jurusan Hukum
2.  Menguasai Produk Hukum Daerah berupa Perda dan Perkada

	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

3. Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.  

4. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.

	Peralatan/Perlengkapan
	Keterkaitan

	1. Komputer / Notebook

2. Printer 

3. Telepon

4. Foto copy

5. USB
	1. Kabupaten/Kota

	Pencatatan dan Pendataan
	Peringatan

	
	1. Keterlambatan Pembuatan Laporan Pemantauan


LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN
A. Data Kegiatan

	1. Judul SOP
	Monitoring Produk Hukum Daerah

	2. Jenis Kegiatan
	Teknis 

	3. Penanggung Jawab
	

	a. Produk
	Kepala Biro

	b. Kegiatan
	Kepala Sub Bagian Produk Hukum 

	4. Scope (RuangLingkup)
	Biro


B. Identifikasi Kegiatan
	Judul Kegiatan
	Monitoring Produk Hukum Daerah

	Langkah Awal
	Menginventarisir  Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota yang akan di monitoring

	Langkah Utama
	Kepala Bagian / Kepala Sub Bagian meminta produk hukum daerah yang akan di pantau kepada Bagian Hukum Kabupaten/Kota yang di monitoring

	Langkah Akhir
	Kepala Bagian / Kepala Sub Bagian menyiapkan dan menyampaikan laporan hasil monitoring produk hukum daerah berupa Perda dan Perkada (Peraturan Bupati/Peraturan Walikota)  kepada Gubernur dan Direktorat Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI


C. Identifikasi Langkah.
	Langkah Awal
	1.
	Menyiapkan dan melakukan inventarisasi dan tabulasi  produk hukum daerah berupa Perda dan Perkada yang akan dilakukan monitoring.

	
	2.
	Kepala Sub Bagian menyiapkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas untuk di paraf.

	
	3.
	Kepala Bagian menyampaikan kepada Kepala Biro Surat Perintah Tugas yang selanjutnya diteruskan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat untuk disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada Kepala Biro untuk ditandatangani

	
	4.
	Yang ditugaskan berangkat ke Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan monitoring produk hukum daerah

	Langkah Utama
	5.
	Yang ditugaskan meminta produk hukum daerah berupa Perda dan Perkada yang akan dilakukan monitoring kepada Bagian Hukum Kabupaten/Kota.

	
	6.
	Yang ditugaskan melakukan pentelaahan dan pengkajian hukum dalam bentuk klarifikasi terhadap kesesuain legal drafting dan substansi materi yang diatur dalam produk hukum daerah berupa Perda dan Perkada.

	
	7.
	Yang ditugaskan menyiapkan laporan hasil pelaksanaan monitoring produk hukum daerah.  

	
	8.
	Kepala Sub Bagian  membuat Nota Dinas Kepala Biro dan surat pengantar laporan hasil monitoring produk hukum daerah.

	
	9.
	Kepala Sub Bagian menyampaikan Nota Dinas Kepala Biro dan surat pengantar  laporan hasil monitoring produk hukum daerah kepada Kepala Bagian untuk dimohonkan paraf. 

	
	10.
	Kepala Bagian meneruskan Nota Dinas dan surat pengantar laporan hasil monitoring produk hukum daerah kepada Kepala Biro untuk dimohonkan tanda tangan Nota Dinas dan paraf surat pengantar.

	
	11.
	Nota Dinas dan surat pengantar laporan hasil monitoring produk hukum daerah yang sudah di tandatangani dan diparaf Kepala Biro diteruskan kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat untuk dimintakan paraf.

	
	12.
	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat meneruskan surat pengantar laporan hasil monitoring produk hukum daerah kepada Sekretaris Daerah untuk ditandatangani.  

	
	13.
	Sekretaris Daerah setelah menandatangani surat pengantar laporan hasil monitoring produk hukum daerah, menyerahkan kembali kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat untuk dikembalikan kepada Biro Hukum.

	Langkah Akhir
	14.
	Kepala Sub Bagian menyiapkan dan mengirim laporan hasil monitoring produk hukum daerah untuk disampaikan kepada Bupati/Walikota apabila produk hukum daerah berupa Perkada dan kepada Direktorat Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI apabila produk hukum daerah berupa Perda.


